BABV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) di Apotek Bagiana yang dimulai tanggal 15 Januari — 17
Februari 2018 dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa calon
apoteker karena dapat memberikan pengetahuan, pengalaman,
dan keterampilan secara langsung mengenai cara pengelolaan
obat (mulai dari pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan,
penjualan, penyimpanan, serta pencatatan) dan pelayanan
kefarmasian baik pelayanan resep maupun pelayanan non resep,
serta pengalaman dalam memberikan komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) kepada pasien.

2. Keberadaan apoteker di apotek sangat penting, diantaranya untuk
menjamin pengobatan yang rasional (tepat obat, tepat dosis, tepat
indikasi, tepat pasien, dan waspada terhadap efek samping).

3. Untuk mendirikan maupun mengelola suatu apotek, apoteker
harus paham benar mengenai pengelolaan atau manajemen
apotek, perundang-undangan apotek, pelayanan kefarmasian,
serta memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjalin
hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, rekan sejawat,

maupun tenaga kesehatan lainnya.
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BAB VI
SARAN

Dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang
telah dilaksanakan di Apotek Bagiana, terdapat beberapa hal yang
perlu disarankan yakni :

1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKPA di apotek
disarankan untuk terlebih dahulu membekali diri dengan
pengetahuan tentang manajemen apotek serta perundang-
undangan sehingga dapat berperan aktif selama PKPA.

2. Mahasiswa disarankan agar dapat menambah wawasan tentang
obat-obatan terutama nama obat, kandungan bahan aktif, serta
indikasinya sehingga dapat berperan aktif selama PKPA.

3. Mahasiswa disarankan agar dapat melatih kemampuan
berkomunikasi sehingga penyampaian KIE kepada pasien dapat
berjalan lancar dan baik.

4. Apotek sebaiknya segera menyelesaikan perpanjangan SIA yang
dimulai dari perpanjangan SIPA Apoteker Pengelola Apotek,
agar dapat melanjutkan pelayanan kefarmasian secara

menyeluruh termasuk melayani resep narkotika dan psikotropika.
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